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Penegakan Hukum terhadap Praktik Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal 

(Thrifting) di Wilayah Hukum Bea Cukai Tembilahan 

Oleh: Fahdil Ramardi 

(Pembimbing: Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH dan Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH) 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik perdagangan 

pakaian bekas impor ilegal (thrifting) di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan 

meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang 

impor dan peredarannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum 

terhadap perdagangan pakaian bekas impor ilegal masih menghadapi berbagai 

hambatan sehingga perlu dikaji hambatan dan upaya penegakan hukumnya. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) bagaimana penegakan hukum 

terhadap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal (thrifting) di wilayah 

hukum Bea Cukai Tembilahan; 2) apa yang menjadi hambatan dalam penegakan 

hukum; dan 3) apa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap praktik 

tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) 

dengan sifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik 

Bea Cukai Tembilahan, pedagang, dan tengkulak pakaian bekas impor serta 

penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif dengan 

membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan di masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penegakan hukum terhadap 

perdagangan pakaian bekas impor ilegal di wilayah hukum Bea Cukai Tembilahan 

belum berjalan secara optimal karena praktik perdagangan masih berlangsung 

meskipun telah dilakukan patroli, pengawasan, dan penindakan; 2) hambatan 

penegakan hukum meliputi kesulitan membuktikan asal barang, tingginya permintaan 

masyarakat, faktor ekonomi pelaku usaha, jaringan distribusi melalui tengkulak, serta 

terbatasnya sosialisasi; dan 3) upaya yang dilakukan meliputi patroli, pengawasan, 

penindakan, serta perlunya peningkatan sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan 

penyediaan alternatif usaha bagi masyarakat.  
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Law Enforcement Against the Illegal Trade of Imported Second-hand Clothing 

(Thrifting) within the Jurisdiction of the Tembilahan Customs Office 

Author: Fahdil Ramardi 

(Supervisors: Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH dan Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH) 

ABSTRACT 

This study is motivated by the continued practice of illegal imported second-

hand clothing (thrifting) trade within the jurisdiction of the Tembilahan Customs 

Office despite regulations prohibiting its importation and distribution. This condition 

indicates that law enforcement still faces various challenges, making it necessary to 

examine its effectiveness, obstacles, and enforcement efforts. 

The research addresses three questions: 1) the effectiveness of law 

enforcement against the illegal trade of imported second-hand clothing (thrifting) 

within the jurisdiction of the Tembilahan Customs Office; 2) the obstacles 

encountered in its enforcement; and 3) the efforts undertaken to address the practice. 

This research employs an empirical (sociological) legal research method with 

a descriptive approach. Primary data were collected through interviews with Customs 

investigators, traders, and collectors, as well as questionnaires distributed to 

respondents. The data were analyzed qualitatively by comparing legal provisions with 

actual conditions in society. 

The findings show that: 1) law enforcement has not been fully effective 

because illegal trading continues despite patrols, supervision, and enforcement 

actions; 2) the main obstacles include difficulties in proving the origin of goods, high 

public demand, economic motives of traders, distribution networks through 

collectors, and limited public awareness; and 3) enforcement efforts include patrols, 

supervision, and legal actions, while greater public education, inter-agency 

coordination, and alternative livelihood programs are still needed. 

 


